
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai tindak lanjut dari upaya pencapaian pembangunan 

nasional, pemerintah antara lain menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 

dan nomor 10 tahun 2004 sebagai kebijakan nasional yang mengatur 

batas wewenang dan tanggung jawab, tugas, fungsi, dan susunan 

organisasi instansi pemerintah termasuk Departemen Pendidikan 

Nasional. Atas dasar Peraturaan Presiden tersebut kemudian  

ditetapkanlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 

2005 tanggal 18 Nopember 2005 tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Pusat-pusat di Lingkungan Depdiknas. Dalam peraturan tersebut 

dinyatakan bahwa Pusat Grafika Indonesia sebagai Unit Kerja Eselon 

Dua, mempunyai tugas melaksanakan kajian teknologi, layanan dan 

pengembangan tenaga di bidang grafika dan penerbitan berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, Pusat Grafika Indonesia menyelenggarakan fungsi : 

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang kegrafikaan; 

2. Melaksanakan pengkajian teknologi, pengujian mutu bahan dan 

produk kegrafikaan; 
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3. Melaksanakan layanan jasa dan kerjasama kegrafikaan dan 

penerbitan; 

4. Melaksanakan dan mengkoordinasi pengembangan tenaga 

kegrafikaan dan penerbitan; 

5. Melaksanakan urusan ketatausahaan pusat. 

 Dalam perkembangannya, Pusat Grafika Indonesia mempunyai visi 

menjadikan Pusat Layanan dan Pengembangan life skill education di 

bidang grafika dan penerbitan,  pengembangan teknologi terapan, 

pendidikan dan pelatihan grafika dan penerbitan. Misi Pusat Grafika 

Indonesia mencakup misi pengembangan layanan masyarakat dan 

pendidikan dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Misi pengembangan: diwujudkan dalam bentuk kajian dan 

pengembangan terapan teknologi kegrafikaan guna meningkatkan 

efisiensi, efektifitas dan kualitas industri grafika dan penerbitan. 

2. Misi layanan masyarakat: diwujudkan dalam bentuk pemberian 

layanan informasi dan jasa konsultasi kegrafikaan guna membantu 

masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan tentang kegrafikaan 

dan penerbitan dalam meningkatkan efesiensi pengelolaan industri 

grafika dan penerbitan. 
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3. Misi Pendidikan: diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan 

pendidkan dan pelatihan guna meningkatkan mutu Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam bidang kegrafikaan dan penerbitan. 

Grafika yang oleh para ahli disebut sebagai “the mother of culture” 

sangat potensial dikembangkan di Indonesia. Hal ini berangkat dari 

landasan berpikir bahwa tiada kehidupan yang terlepas dari produk 

grafika. Kurangnya perhatian terhadap pendidikan grafika di Indonesia 

akan menjadi penyebab tidak optimalnya peran grafika terhadap 

pembangunan bangsa. Setelah dihapusnya Departemen Penerangan 

pada era Pemerintahan Gus Dur, dimana didalamnya terdapat Direktorat 

Jenderal Grafika, maka Pusat Grafika Indonesia menjadi satu-satunya 

lembaga pemerintah yang memberikan pembinaan terhadap 

perkembangan kegrafikaan di Indonesia. 

Perkembangan teknologi kegrafikaan dan penerbitan di Indonesia 

pada dasa warsa terakhir ini mengalami akselerasi pergeseran teknologi 

konvensional menuju ke teknologi digital yang meliputi teknologi screen 

printing, fleksografi, rotografi, digital printing dan transfer printing, untuk itu 

Pusat Grafika Indonesia diharapkan dapat menjadi institusi pemerintah 

yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas produk 

grafika dan penerbitan. Hal ini menuntut dilakukannya peningkatan 

pertumbuhan industri grafika di Indonesia, meningkatkan kualitas 

kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keahlian 
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grafika dan penerbitan, serta meningkatkan mutu layanan pengembangan 

teknologi terapan dan pengembangan manajemen industri grafika dan 

penerbitan. Pada akhirnya perkembangan kegrafikaan akan berpengaruh 

pada kualitas dan ragam sumber belajar. 

Situasi atau kondisi kegrafikaan dan penerbitan di tanah air dewasa 

ini dapat tergambar dari kondisi tampilan mutu fisik buku pelajaran serta 

bahan cetakan lainnya sebagai sarana penunjang utama sektor 

pendidikan yang belum sesuai, baik ditinjau dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Kondisi tersebut merupakan dampak langsung yang 

berkaitan dengan situasi industri grafika dan penerbitan Indonesia, yang 

nyata-nyata masih tertinggal.  

Sebagai pembanding, berdasarkan perolehan data dari Ikatan 

Penerbit Indonesia (IKAPI, tahun 2007),  Malaysia yang berpenduduk 

sekitar 26 juta orang menerbitkan buku sekitar 10.000 judul sama dengan 

Indonesia yang berpenduduk 240 juta orang. Vietnam yang berpenduduk 

80 juta orang telah mampu menerbitkan judul buku 15.000 per tahun. Cina 

menerbitkan buku baru kurang lebih 140.000 judul per tahun. Demikian 

juga kita masih prihatin bila melihat prosentase jenis terbitan buku 

sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1. 

 

 



5 
 

 

Tabel 1.1 
Prosentase Jenis Terbitan Buku 

Terbitan Buku % Jumlah judul 

Anak/remaja 19% 1900 judul 

Umum 32% 3200 judul 

Buku pelajaran 25% 2500 judul 

Perguruan tinggi 8%   800 judul 

Agama 16% 1600 judul 

Data IKAPI Pusat tahun 2007 

Dengan melihat jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di 

Indonesia sebanyak 2830  perguruan tinggi, dan dosen 209.319 orang, 

maka judul buku Ilmu Pengetahuan dan  judul buku perguruan tinggi yang  

hanya 800 judul per tahun sangat kurang memadai (Sumber: Pusgrafin: 

2007).   

Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Grafika Indonesia tahun 2008,  

penyebaran industri grafika dan penerbitan belum merata karena masih 

terkonsentrasi di Pulau Jawa (77%), sehingga proses penerbitan, 

pencetakan buku dan bahan cetakan lainnya untuk keperluan daerah 

sebagian besar belum digarap oleh daerah masing - masing sesuai 

dengan semangat dalam Undang-undang Otonomi Daerah. Sifat dan 

peran kegrafikaan dan penerbitan yang lebih banyak berperan di bidang 

pelayanan akan membantu tugas pokok dan daerah yang luas, maka 
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grafika bisa merembes dan menjangkau daerah yang sejalan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah. 

Dengan melihat persoalan tersebut di atas, kiranya perlu dicermati 

kembali mengenai Tugas  dan Fungsi Pusgrafin selama ini, agar tetap 

mampu berkiprah pada era globalisasi dan tuntutan teknologi serta 

tuntutan otonomi daerah dalam upaya penyiapan sarana sumber belajar 

yang berkualitas. Kepemimpinan yang lemah, yang tidak dilatari 

pengetahuan kegrafikaan dan penerbitan dan kurang berwawasan masa 

depan atau tidak akan mampu membawa Pusgrafin berubah menghadapi 

kemajuan teknologi kegrafikaan dan persaingan di bidang tersebut. 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya di dunia 

grafika dan penerbitan menuntut kualitas dan kompetensi sumber daya 

manusia di bidang tersebut. Industri grafika akan terus berkembang 

melihat kebutuhan dari hasil karya cetak yang diperlukan dunia pendidikan 

dan kebutuhan masyarakat. Dewasa ini jumlah industri grafika di 

Indonesia sekitar 25.000, namun industri menengah dan besar hanya 

sekitar 1000 unit (4%), industri rumah tangga sebesar 71% dan 

selebihnya 25% merupakan industri kecil. Namun dengan asumsi bahwa 

tahun 2010 jumlah industri grafika akan naik 10% menjadi 27.500 unit 

maka akan terjadi peningkatan produktivitas kerja industri grafika di tanah 

air, walaupun masih jauh dibanding Cina (900.000) atau India (450.000). 
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Perkembangan ini akan menuntut Pusgrafin meningkatkan kinerja dan 

produktivitas kelembagaan.  

Sumber Daya Manusia Pusgrafin termasuk Balai Grafika Makasar 

dan Medan seluruhnya berjumlah 255 orang pegawai dengan rincian 123 

orang tenaga administrasi, 83 orang teknisi, 37 orang widiaiswara, dan 12 

orang instruktur. Nampak jelas struktur ketenagaan tidak mendukung 

tupoksi organisasi, bahwa tenaga pengembang dan pengajar sangat 

kurang sementara tenaga administrasi terlalu banyak (49%). Selain upaya 

pengalihan profesi perlu dibarengi upaya peningkatan kemampuan 

profesional pegawai dan tenaga widiaiswara, instruktur dan teknisi. 

Mengingat lembaga pendidikan formal di bidang ini (baru ada tiga poltek 

dan akademi)  dan 21 SMK grafika, maka Pusgrafin diharapkan  dapat 

memberikan pelatihan SDM Grafika dan penerbitan ke arah teknologi 

terkini baik untuk keperluan intern maupun keperluan lembaga pendidikan 

kegrafikaan lainnya.  

Seiring dengan pengembangan teknologi di bidang grafika dan 

penerbitan, keahlian manajemen di bidang industri grafika dan penerbitan 

tidak boleh tertinggal  agar mampu bersaing dengan industri serupa di luar 

negeri. Pusgrafin diharapkan mampu mengembangkan dan membina 

kualitas manajemen industri grafika dan penerbitan. Salah satu prinsip dari 

Reinventing the Government dari sepuluh prinsip yang ditawarkan 

Osborne dan Gaebler (1992) ialah pemerintahan Entrepreneur. Birokrasi 
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pengelolaan Organisasi harus dijalankan melalui proses kepemimpinan 

dalam perspektif “investasi” yang bisa dimaknai “menyimpan”. Menurut 

Osborne dan Gaebler, investasi tidak dimaknai secara sempit sebagai 

cara mendatangkan uang, melainkan berarti “menyimpan”. Kemudian 

Osborne dan Plastrik (1997) mereferensikan lima strategi menuju 

pemerintahan wirausaha, yaitu: strategi inti, strategi konsekuensi, strategi 

pelanggan, strategi pengendalian, dan strategi budaya. 

Perkembangan Pusgrafin pada masa yang akan datang banyak 

diwarnai oleh berbagai faktor, antara lain skills dan vision yang dimiliki 

oleh pimpinan organisasi atau lembaga. Penciptaan iklim yang kondusif 

bagi terwujudnya perubahan dan pengembangan lembaga tidak lepas dari 

aspek kepemimpinan lembaga. Pimpinan harus mampu 

mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan. Pemimpin adalah faktor 

kunci (the key factor) keberhasilan lembaga. Agar pemimpin dapat 

menjadi pembaharu lembaga melalui transformasi budaya dan secara 

hipotetical dapat dilaksanakan oleh pemimpin yang memiliki jiwa 

wirausaha. Pemimpin adalah “decision maker” bagi seluruh kegiatan 

kelembagaan. Pemimpin entrepreneur akan membelanjakan anggaran 

menjadi investasi dan mampu menanamkan jiwa wirausaha ke seluruh 

jajarannya. Hal-hal inilah menjadi tantangan besar bagi lembaga Pusgrafin 

dalam menghadapi perubahan. 
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Fungsi pemimpin antara lain adalah sebagai manajer pembaharu 

organisasi melalui proses transformasi budaya. Unsur pimpinan Pusgrafin 

adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan 

pengelolaan seluruh aktivitas lembaga sehingga mencapai tujuan 

lembaga secara efektif. Pimpinan yang dilandasi jiwa entrepreneur 

diperkirakan dapat membentuk citra dari pemimpin yang kharismatis, 

ditularkan melalui proses kepemimpinan transformasional yang 

memfokuskan perubahan-perubahan. Manajemen Kepemimpinan di Pusat 

Grafika belum menunjukkan kriteria kepemimpinan entrepreneur. 

Pemimpin berjiwa entrepreneur akan menciptakan hubungan istimewa 

dengan bawahan, menyediakan stimulasi intelektual dengan menantang 

orang yang dipimpinnya untuk berpikir dalam suatu cara yang benar-benar 

baru. Hal yang penting adalah kemampuan pimpinan lembaga menjadikan 

bawahannya “sadar pendapatan”. Namun, jiwa entrepreneur tidak identik 

dengan bisnis komersil. Kuncinya adalah pada etos kerja. Pemimpin, 

entrepreneur akan selalu tekun dan yakin bila berjuang lebih keras akan 

berhasil. Kenyataannya pimpinan Pusgrafin kurang visioner, belum 

menjadi agen perubahan, belum memiliki etos kerja, belum berani 

menanggung resiko, serta kurang memiliki keyakinan yang mendalam 

mengenai nilai penting dari bekerja yang ditekuninya. Keadaan ini dipicu 

sistem organisasi yang dimulai dari pola pengangkatan yang umumnya 

tidak dilatari oleh syarat jabatan keahlian di bidang kegrafikaan.  
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Untuk itu ketika pemerintah memiliki komitmen kuat dalam 

pengembangan kualitas produk grafika maka Pusgrafin menjadi lembaga 

pertama yang memiliki tanggung jawab tersebut. Seluruh Unit kerja di 

lingkungan Departemen Pendidikan Nasional harus mengambil peran dan 

tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan nasional pendidikan 

nasional termasuk “menjaga eksistensi Pusgrafin” dengan berbagai cara. 

Oleh karena itu Pusgrafin harus dilihat secara integratif sebagai unit teknis 

yang mendukung pelaksanaan kebijakan strategis pendidikan nasional 

tersebut, dengan program penguatan kapasitas dan modernisasi di bidang 

kegrafikaan dan penerbitan, khususnya dengan menyesuaikan tugas, 

fungsi, dan susunan organisasi dengan kebutuhan pelanggan pendidikan 

nasional, serta menyusun sistem dan prosedur kerja yang efektif bagi 

terlaksananya kinerja yang lebih memadai.  

Pelanggan Pusgrafin minimal dapat diidentifikasi sebagai 

pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal dari 

kalangan Departemen Pendidikan Nasional termasuk perguruan tinggi, 

sedangkan pelanggan eksternal adalah masyarakat grafika. Kalau  dilihat 

dari peran dan tanggung jawab Pusgrafin di bidang kegrafikaan dan 

penerbitan, maka upaya pencitraan publik harus mengedepankan 

pelayanan kepada pelanggan eksternal. Karena itu perlu penguatan unsur 

organisasi yang mengedepankan fokus kepada pelayanan pelanggan, 
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yaitu dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan 

dalam ISO 9001:2000, meliputi: 

1. Fokus kepada pelanggan 

2. Penguatan kepemimpinan 

3. Keterlibatan semua pegawai/karyawan 

4. Pendekatan proses 

5. Pendekatan sistem dan manajemen 

6. Penyempurnaan yang berkesinambungan 

7. Pendekatan yang faktual dalam pengambilan keputusan 

8. Hubungan saling menguntungkan dengan pemasok 

Proses kebijakan harus dilakukan menurut prinsip yang terkandung 

dalam dimensi-dimensi nilai sistem administrasi Negara Republik 

Indonesia, termasuk sistem pemerintahan yang baik, seperti kepastian 

hukum, demokrasi, desentralisasi, partisipasi, transparansi, rasional, 

profesional dan akuntabilitas. Kebijakan publik merupakan keputusan 

yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk 

mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang 

berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan nasional. 
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     Policy sistem pada Pusat Grafika Indonesia merupakan tatanan 

kelembagaan yang berperan atau merupakan “wahana” dalam 

penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan proses kebijakan (formulasi, 

implementasi dan evaluasi kinerja kebijakan) yang mengakomodasikan 

kegiatan teknis (technical process) maupun sosiopolitis (socio-political 

process) serta saling berhubungan atau berinteraksi antar empat faktor 

dinamik, yaitu : 

1. Lingkungan kebijakan 

2. Pembuat dan pelaksana kebijakan 

3. Kebijakan itu sendiri 

4. Kelompok sasaran kebijakan 

Perubahan-perubahan strategis meliputi para manajer organisasi 

publik dan non profit seperti Pusgrafin, tidak akan pernah luput dari 

perubahan strategis dalam tubuh organisasinya. Apabila perubahan itu 

mutlak harus dilakukan, mereka perlu menyesuaikan arah perjalanan 

organisasi dengan misi dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Hunger dan Wheelen (2001), proses manajemen 

strategis meliputi empat elemen dasar yaitu : 

1. Pengamatan lingkungan 

2. Perumusan strategi 

3. Implementasi strategi 
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4. Evaluasi dan pengendalian 

Memperhatikan situasi kegrafikaan dan penerbitan yang semakin 

meningkat serta berkembang tersebut, serta peran yang strategis untuk 

mengembangkan jumlah dan mutu sumber belajar sangatlah relevan 

untuk melakukan revitalisasi tugas dan fungsi, model kepemimpinan dan 

kelembagaan Pusat Grafika Indonesia dengan mencari strategi 

pengembangan kelembagaan yang inovatif agar menjadi ujung tombak 

pengembangan dunia grafika dan penerbitan di Indonesia melalui 

kepemimpinan entrepreneur. 

 

B. Fokus Permasalahan Penelitian 

 Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya, mendeskripsikan kondisi objektif kepemimpinan 

lembaga Pusat Grafika Indonesia yang belum memadai untuk 

melaksanakan perannya, dan belum mampu membawa perubahan 

lembaga sesuai dengan tantangan lingkungan serta kemajuan teknologi 

grafika, maka fokus permasalahan mendasar dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Profil kepemimpinan Lembaga Pusat Grafika Indonesia yang sesuai 

untuk pencapaian Visi dan Misi.”  

 Dari fokus permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan Pusat Grafika 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah budaya kerja, iklim, dan lingkungan lembaga 

Pusgrafin? 

3. Bagaimanakah profil kepemimpinan aktual di Pusgrafin? 

4. Bagaimanakah pola kepemimpinan di Pusgrafin? 

5. Bagaimana proses revitalisasi kepemimpinan menuju lembaga 

Pusgrafin yang maju dan kompetitif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Secara umum tujuan penelitian ini ingin menemukan profil 

Pimpinan Lembaga Pusgrafin yang dapat membawa lembaga menjadi 

maju dan kompetitif. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh gambaran nyata pertumbuhan dan perkembangan 

Pusat Grafika Indonesia dalam upaya mencapai visi dan misi 

organisasi. 

2. Memperoleh gambaran budaya kerja, iklim, dan lingkungan 

lembaga Pusgrafin. 

3. Memperoleh gambaran profil pimpinan Pusat Grafika Indonesia  

dalam mempengaruhi budaya, iklim dan lingkungan organisasi  

dalam mencapai kinerja yang optimal. 

4. Memperoleh gambaran pola kepemimpinan di Pusgrafin.  
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5. Memperoleh   strategi proses revitalisasi kepemimpinan Pusat 

Grafika Indonesia yang inovatif untuk menjadi organisasi yang maju 

dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan stakeholders.   

 

D. Manfaat Penelitian 

 Kajian kepemimpinan termasuk pada dunia pendidikan terus 

berkembang dan menjadi kajian yang menarik dalam dunia akademik, 

karena memiliki nilai yang universal dalam konteks proses humanisasi. 

Proses tersebut melalui perubahan budaya dalam bentuk perubahan dan 

pembaharuan kelembagaan yang akan memperkaya khasanah ilmu 

administrasi pendidikan, khususnya dalam pengembangan pola-pola 

kepemimpinan dalam manajemen sistem kelembagaan. 

 Di samping itu, secara praktis penelitian ini berkenaan dengan 

aspek-aspek yang secara substansial menyangkut eksistensi 

kelembagaan, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan proses-proses 

kepemimpinan di lingkungan Pusgrafin. Manfaat langsung dari penelitian 

ini diharapkan berguna antara lain: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan untuk 

perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan 

kepemimpinan. 
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2. Para pengambil kebijakan dalam menentukan dan menunjuk 

pimpinan lembaga akan menyusun kriteria dan sarat jabatan yang 

mengacu pada tugas dan fungsi lembaga yang akan 

dipercayakannya. 

3. Mendorong para pengelola Pusgrafin untuk melakukan kaderisasi 

kepemimpinan dan mengembangkan kreativitas serta inovasi di 

bidang proses kepemimpinan.  

4. Para peneliti, para ahli manajemen dan kebijakan, dosen, pejabat 

pendidikan di pusat dan daerah, serta siapa saja yang berminat 

kepada pengembangan sumber daya manusia dalam 

kepemimpinan dalam rangka perubahan organisasi. 

5. Memotivasi diri peneliti sendiri untuk terus mengembangkan 

penelitian ini. 

 

E. Kerangka Pikir Penelitian 

 Kerangka berpikir penelitian merupakan model yang menjadi 

rujukan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Penelitian ini 

berawal dari pemikiran bahwa suatu organisasi akan tetap survive bila 

selalu siap untuk berubah. Perubahan perlu dikenal, dipahami, dikelola, 

dan bahkan diciptakan untuk dapat melaksanakan kinerja dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan baik oleh industri, kelompok, maupun 

organisasi. Sumber Daya Manusia perlu disiapkan untuk menerima dan 



17 
 

 

menjalankan perubahan (Wibowo, 2006). Sedangkan Robbins dan 

Langton (2001) menyebutkan lima opsi dalam manajemen perubahan 

yaitu berkenaan dengan: (1) budaya; (2) struktur; (3) teknologi; (4) setting 

fisik lingkungan; dan (5) manusia itu sendiri. 

 Suatu lembaga yang ingin tetap eksis dan berkembang harus peka 

terhadap perubahan. Perkembangan teknologi sangat besar pengaruhnya 

terhadap perubahan lembaga sejenis Pusgrafin, karena output lembaga 

tersebut adalah sumber daya manusia yang dituntut mampu 

mengembangkan dan menggunakan teknologi kegrafikaan. Organisasi 

pemerintah (birokrasi) yang dibentuk berdasarkan legalitas birokrasi akan 

canggung menghadapi perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut 

diperlukan analisis yang tajam khususnya terhadap kepemimpinan dan 

budaya organisasi. Ketimpangan di dalam dua hal tersebut memerlukan 

tipe pemimpin entrepreneur  yang diharapkan mampu mencari perubahan 

dan perkembangan lembaga. Revitalisasi kepemimpinan diharapkan 

sebagai tonggak perubahan kelembagaan ke arah strategi Kelembagaan 

Pusgrafin yang maju dan kompetitif. Alur pikir atau paradigma penelitian 

ini secara diagramatis digambarkan dalam bentuk siklus seperti Gambar 

1.1 berikut:  
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 Analisis yang mendalam, difokuskan pada elaborasi prinsip-prinsip 

entrepreneur yang berkaitan dengan fungsi kepemimpinan dalam 

melaksanakan peranan lembaga dan aspek-aspek kekurangefektifan 

peranan pimpinan lembaga Pusat Grafika Indonesia. Sisi lain yang sering 

terlupakan untuk dikaji, bukan saja pada aspek desain sistem 

kepemimpinan, namun lebih utama adalah bagaimana jiwa entrepreneur 

menjadi kepemilikan para pimpinan lembaga, yang diwujudkan dalam 

setiap proses pemimpinan kelembagaan. Inilah yang dimaksudkan 

dengan ‘Kepemimpinan Entrepreneur’. Namun demikian, pada saat 

proses transformasi kepemimpinan, tidak terlepas dari pengaruh 

lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal.  
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 Untuk mengatasi kedua pengaruh lingkungan strategis tersebut 

sangat dibutuhkan kepemimpinan entrepreneur, sehingga diperkirakan 

dapat mampu mendorong terciptanya budaya kerja ke arah peningkatan 

kualitas pelayanan kelembagaan Pusgrafin. Karena itu, proses 

transformasi kepemimpinan entrepreneur tersebut harus diarahkan pada 

upaya-upaya peningkatan mutu kinerja kelembagaan. 

 Dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, maka paradigma 

yang penulis anggap sesuai adalah paradigma model analisis organisasi 

dengan pendekatan manajemen perubahan. Analisa permasalahan tidak 

terlepas dari pandangan General System Theory, yang dikenal dengan 

model analisis input-proses-output-outcomes. 

 Sasaran pembangunan manusia di Indonesia pada dasarnya 

diarahkan pada peningkatan kualitas manusia sebagai insan dan manusia 

sebagai pelaku pembangunan. Manusia sebagai insan diutamakan pada 

peningkatan kualitas harkat dan martabatnya yang tercermin dari nilai 

intrinsik manusia, antara lain akhlak, moral dan spiritual, kejuangan serta 

kondisi fisik, seperti kesehatan dan pendidikan. Sedangkan manusia 

sebagai pelaku pembangunan terutama berkenaan dengan keahlian, 

keterampilan, kreativitas, profesionalisme, dan etos kerjanya. Keduanya 

dikembangkan secara simultan dan integratif, karena keberhasilan 

manusia sebagai pelaku pembangunan sangat tergantung dari 
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keberhasilannya sebagai insan. Keahlian seseorang tidak mempunyai arti 

apa-apa jika tidak dilandasi dengan akhlak dan moral yang baik. 

 Sehubungan dengan itu, maka adanya upaya mendidik, melatih, 

dan mengembangkan para pegawai, widyaiswara, instruktur, dan 

karyawan di bidang kegrafikaan dan penerbitan dapat pula dianggap 

sebagai salah satu upaya pembangunan manusia. 

 

F. Premis dan Asumsi Penelitian 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, maka asumsi yang dija-

dikan sebagai titik tolak pemecahan masalah penelitian ini ialah: 

1. Pemimpin yang berjiwa entrepreneur ialah pemimpin yang dapat 

menghasilkan ketimbang menghabiskan,  birokrasi dan kepemimpinan 

harus dijalankan dalam perspektif “investasi”, namun investasinya tidak 

dimaknai secara sempit sebagai cara mendatangkan uang, melainkan 

sebagai simpanan modal untuk kemajuan lembaganya (Osborne dan 

Gaebler: 1992). 

2. Kepemimpinan yang efektif dapat dilihat dari prinsip-prinsip: 

participation, law enforcement, transparency, responsiveness, equity, 

strategic vision, effectiveness and efficiency, profesionalism, 

accountability, supervision (Osborne dan Gaebler; 1992). 

3. Ada lima opsi dalam manajeman perubahan, yaitu perubahan yang 

berkenaan dengan: (1) budaya, (2) struktur, (3) teknologi, (4) setting 
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fisik lingkungan, dan (5) manusia itu sendiri (Robbins dan Langton; 

2001). 

4. Budaya organisasi adalah “a pattern of shared basic assumptions that 

the group learned as it solved its problems of external adaptation and 

internal integration, that has worked well enough to be considered valid 

and, therefore, to be taught to new members as the correct way to 

perceive, think, and feel in relation to those problems” (Schein, 1992). 

5. Perubahan budaya organisasi pada dasarnya menyangkut 

fearlessness culture, persistence culture, one-shot culture, process 

culture (Sweeney & McFarlin, 2002). 

6. Konsep kinerja pelayanan berkenaan dengan tingkat "efektivitas" 

dalam mencapai produktivitas kelembagaan, “…that employee 

productivity, regardless of wether it is defined in terms efficiency or 

effectiveness, is a function of both the employee’s ability and 

motivation to perform.”  (McAfee dan Poffenberger, 1982). 

7. Kriteria penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi  

adalah kualitas performance (kinerja).  Performance quality  berkenaan 

dengan kegiatan-kegiatan, tugas, program, atau misi yang dilakukan 

organisasi. Karenanya, kriteria yang dapat dijadikan ukuran 

peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan berkenaan dengan: (1) 

kemampuan adaptasi atau fleksibilitas, (2) produktivitas, (3) kepuasan 
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kerja, (4) kemampuan menghasilkan (benefits), dan (5) pencarian 

sumber daya (Steers, 1980). 

8. Pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan, 

suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk 

merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan organisasi, sehingga 

organisasi dapat lebih baik dalam  menyesuaikan dengan teknologi, 

pasar, dan tantangan baru serta perputaran yang cepat dari perubahan 

itu sendiri ( Warren G Bennis, 1981) 

9. Perubahan perlu dikenal, dipahami, dikelola dan bahkan diciptakan 

untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang diharapkan baik 

oleh industri, kelompok, maupun organisasi. Sumber manusia perlu 

dipersiapkan untuk menerima dan menjalankan perubahan (Wibowo, 

2006). 

10.  Struktur organisasi hendaknya mulai dirubah untuk disesuaikan 

dengan  perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi aktivitas 

yang sedang berjalan (Sutarto, 1998). 

 

Berdasarkan asumsi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

Pusgrafin dalam kedudukannya sebagai sub satuan organisasi penunjang 

teknis di lingkungan Sekretariat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, 

merupakan sub satuan organisasi yang memiliki independensi dalam 

bidang kegrafikaan dan penerbitan. Kajian Revitalisasi Kepemimpinan 
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Lembaga Pusat Grafika Indonesia akan menemukan fakta bahwa 

lembaga yang membina, mengembangkan, dan melatih tenaga 

kegrafikaan masih dapat dikembangkan menjadi lembaga yang maju dan 

kompetitif. 

Seiring dengan pengembangan teknologi, reinventing kelembagaan 

Pusgrafin diperlukan, dengan penyesuaian tugas dan fungsi, peran, 

kinerja, budaya organisasi, tingkat kemampuan profesional, kedudukan,  

dan tentunya kepemimpinan. Faktor kepemimpinan memegang peranan 

yang penting untuk  membawa perubahan kelembagaan, ke arah yang 

lebih baik. Kepemimpinan entrepreneur diharapkan menjadi pilihan tepat 

untuk membawa model lembaga kegrafikaan yang maju dan kompetitif. 
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